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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan
Narkotika Golongan | (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN. Pyh)” adalah hasil tinjauan tentang bagaimana pertimbangan
Hakim dalam memutus perkara dengan nomor reg. 151/Pid.Sus/2017/PN. Pyh di
Pengadilan Negeri Payakumbuh juga guna mengetahui sanksi pidana kepemilikan
narkotika dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara
menganalisa dokumen-dokumen terkait dengan putusan. Data yang telah terkumpul
kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif melalui metode induktif
yang merupakan rumusan dari fakta-faakta yang ada menjadi suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pertama, Hakim dapat
dikatakan melanggar asas legalitas karena menjatuhkan hukuman kepada pelaku di
bawah ketentuan minimal. Namun, Hakim juga memperhatikan fakta-fakta hukum
yang terungkap berupa keterangan saksi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim
sehingga membuat Hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimal yang mengacu
pada aturan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanan Bagi
Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.
Kedua, Jika dihubungkan dengan hukum pidana Islam maka tindakan Terdakwa
dikategorikan dalam jartmah ta ’zir, karena jartimah ta ztr merupakan suatu jartmah
yang berkaitan dengan kemaslahatan umat atau masyarakat. jartmah yang termasuk
dalam kelompok ini adalah yang mengganggu keamanan negara, perintah pemimpin,
suap, atau tindakan melampaui batas terhadap aturan yang ada.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, jelas penyalahgunaan narkotika tidak
diperbolehkan baik menurut hukum yang ada di Indonesia maupun hukum pidana
Islam. Jadi perlu penegasan oleh penegak hukum terkait dengan sosialisasi bahaya
penggunaan narkotika dan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya telah dikenal
dalam  peradaban yang semula berguna  untuk  kesehatan.  Dalam
perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan
suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan
yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara
illegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika yang pada akhirnya
menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu

nomenklatur baru dalam kejahatan, yaitu kejahatan narkoba.*

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang dapat
dimanfaatkan di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan
ilmu pengetahuan.?Namun, diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya
pencanduan. Hal ini dapat dihindarkan dengan cara pemakaian yang diatur
menurut dosis yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan farmakologis.
Yang kemudian telah kita ketahui bahwa pemakaian di luar pengawasan dan

pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat

! Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum
Pidana (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), 1.

2 Moh. Makaro Taufig, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), 19.



membahayakan kehidupan manusia terutama dengan adanya sifat “menyebabkan

kecanduan” dalam pemakaiannya.

Kejahatan Narkotika dan Psikotrapika, merupakan kejahatan kemanusiaan
yang berat dan mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda
suatu bangsa yang beradab. Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan
dunia yang berkelanjutan, yang senantiasa ada terus dari waktu ke waktu dan
nampaknya tidak berkesudahan. Hal ini karena sifat-sifat narkotik yang berkait
erat dengan aspek ekonomi sebagai latar belakang dan kemungkinan
digunakannya sebagai alat subversi.’> Maka oleh karenanya diperlukan

kewaspadaan dan tak boleh diabaikan adanya dasar hukum yang kuat.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan
hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin
menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan
berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,

mental, dan kehidupan sosial.*

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika yang menunjukkan adanya upaya-upaya dalam

membina masyarakat dan memberi pengetahuan bahaya akan narkoba agar tidak

* DR. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
\Y

* 1bid.,16



terjerumus dalam tindak pidana tersebut. Ditetapkannya ancaman pidana
minimum dan maksimum dalam hukuman penjara dan denda mengingat
tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dan berbagai
peraturan yang berhubungan serta aspek-aspek historis yang berkaitan dengan

kehadiran undang-undang tentang narkotika tersebut. >

Narkotika telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak
madharatnya daripada manfaatnya. maka dari itu, hampir semua agama besar
melarang umat manusia untuk mengonsumsi narkotika. Respons awal terhadap
narkoba dari pemikir muslim terjadi pada abad 7 hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang
ulama terkemuka dari Syria mengatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih
berbahaya  daripada  minuman  keras  beralkohol. =~ Menurut  lbnu
Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa
depan umat manusia.® Khamr, narkotika, menurut Islam bisa menggelapkan /
mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi menjadi gelap dan keruh,
maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah, katakanlah level
binatang.” Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat ke permukaan

akibat narkoba dan minuman keras.

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist yang

melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang berkaitan

> Siswo Wiratmo, Pengetahuan llmu Hukum (Yogyakarta : FH. Ull, 1990 ), 9.

® M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan
(Bandung : Komp. Cijambe, 2004) cet 1, 87.

" Ibid.



dengan sesuatu yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman
keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba.?
Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa,
dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim

disebut narkotika atau lebih luas lagi disebut narkoba.

Pelarangan jartmah syurb al-khamr, juga hal-hal yang mempunyai illat
hukum vyang sama diharamkan karena memabukkan. Maka setiap yang
memabukkan adalah haram. Termasuk jenis khamr adalah narkotika, heroin,
sabu-sabu, dan lain sebagainya.’ Selain itu, Ibnu Umar juga mengungkapkan

bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram.°

Dasar hukum pengharaman narkotika yang dimaksud, adalah hadis

Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

aloa A IS5 58 LA (K

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah

haram. !

Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat didalam Al-Qur’an, surat

Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

® Ibid.
% Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, cet 1 (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004),125.
10 Zainuddin  Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Gravika, 2007), 79.

' HR. Muslim no. 2003 dari hadist Ibnu Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna
kulla khomr harom, Abu Daud, no. 3879



Jag (ya ey aY 5 Y15 lial Y15 Audall s eddl L) 1330 G A Ll
&3 T 4L G i
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi,

berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan

setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.*?

Jelas dari hadist dan kutipan ayat Al-Qur’an diatas bahwa khamr atau
narkoba bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena
dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamr/narkoba dilarang dan
diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan
khamr/narkoba dilaknat Allah, entah pembuatnya, pemakainya, penjualnya,

pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.*®

Karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minum khamr,
maka bahan-bahan yang dikonsumsi dengan cara tidak diminum seperti halnya

narkotika tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman za ’zir.**

Hukuman bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika golongan | bentuk tanaman dalam perumusannya harus
mempunyai dasar, baik Al-Qur’an, hadist atau keputusan penguasa yang
mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus jarimah fa zir. Jarimah

ta’ztr adalah jartmah yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun

12 Al-Qur’@n surat Al-Maidah ayat 90

3 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan
(Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 89.
*Ibid., 75.



jumlahnya oleh syara’, melainkan diberikan kepada negara kewenangannya
untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Kualifikasi jartmah
ta’zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud

(termasuk didalamnya gishash) atau kaffarah.'

Yang kemudian dalam kasus ini, digiyaskannya narkoba seperti khamr yang
memabukkan dan melemahkan juga menjadi titik pembahasan penulis. Dalam
kasus meminum khamr akan dikenai sanksi hudud, namun di Indonesia hukuman
tersebut tidak mungkin diberlakukan karena Negara Indonesia bukan merupakan
negara Islam. Berdasarkan segi penjatuhannya, jartmah fazir dapat mengganti
hukuman pokok.'® Jarimah tersebut dapat berubah karena keraguan menurut
penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak  boleh  dijatuhkan. Dan
kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jartmah hudud atau gishas dapat
mengubah status jartmah tersebut berubah menjadi jartimah za’zir. Adapun

kaidah yang terkait dengan hukum pokok had tidak dapat dijatuhkan seperti :

SIS 3N 33 5
Artinya : Hindari (penjatuhan) hukuman had (karean) adanya kesamaan

(syubhat).*’

15 Jaih Mubarok, Enceng Avrif Faizal, Kaidah Figh Jinayah, Asas-Asas Hukum Pidana Islam
(Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

16 Jail Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2000),143.

" Ibid., 144.



Maka Jelas bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuaan
perundang-undangan, dan dapat dekenakan sanksi ta zir yang diperberat dengan
diyat, karena melihat bahaya yang sangat besar terhadap masyarakat,

bangsa serta agama.

Dalam  Putusan  Nomor  151/Pid.Sus/2017/PN  Pyh.  Tentang
Penyalahgunaan Narkotika Golongan | berupa tanaman ganja, Majelis Hakim
menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan
apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama : 1 (satu) bulan karena tanpa
hak memiliki Narkotika golongan | (satu) dalam bentuk tanaman.®
Dengan berbagai pertimbangan yang akan dibahas pada bab selanjutnya yang

tertera.

Namun, dalam kasusnya yang membuat penulis tertarik untuk meninjau
putusan tersebut adalah ditetapkannya hukuman pidana penjara dibawah
ketentuan minimal yang tertera pada pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor

35 tahun 2009. Dimana dalam pasal tertulis :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,

memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

8 pytusan Pengadilan Negeri Payakumuh dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh Tentang
Tindak Pidana Narkotika Golongan | Berupa Tanaman Ganja.



Golongan | dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (tiada delik tiada
hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas legalitas merupaka suatu
jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan tetap memberi suatu batasan
terhadap aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari
penyalahgunaan kekuasaan atau kewenang-wenangan hakim menjamin
keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Pemerintah
wajib memberi peringatan kepada warga negara terkait hal apa saja yang tidak
diperbolehkan beserta hukumannya. Berdasarkan asas tersebut, tiada suatu
perbuatan yang dianggap melanggar hukum oleh Hakim jika belum dinyatakan
secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum

dilakukan.?

Legal Justice atau keadilan menurut hukum adalah keadilan menurut
undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan

undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah

19 pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
% Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta : Gema Insani, 2003), 11.



melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses

hukum.?!

Sementara Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak
pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan
aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar.?
Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim
dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi

juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

Dalam islam, Asas Legalitas juga di tetapkan. Bukan berdasarkan
akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an surat
Al-lIsraa’ ayat 15 yang berbunyi :

V3 5Eaiia gy e K s,

Artinya : ....dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus

seorang rasul.

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada jartmah hudud dengan
pelanggaran yang memiliki hukuman pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi
jartmah qishash dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi
yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi

jartmah - jartmah tersebut.

21 | Gede Atmaja, Filsafat Hukum (Malang : Setara press,2013), 87.
% Ibid, 81.
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Nagaty Sanad, Profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam
islam yang berlaku bagi kejahatan ta’zir adalah yang paling fleksibel

dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.”®

Maka dari itu, penulis melakukan peninjauan atas dugaan penyimpangan
Hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 151/Pid.Sus/2017/PN
Pyh. berdasarkan asas legalitas. Karena putusan Hakim yang menjatuhkan
hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Yang seharusnya
dijatuni dengan hukuman penjara minimal 4 tahun berdasarkan pasal yang

ditetapkan.

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait tentang
Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman,

Maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Konsideran dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang
penyalahgunaan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang mana terdakwa dihukum penjara

selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

% bid.
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. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kepemilikan Narkotika dengan
unsur obyektif dan unsur subyektif.

. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang mana terdakwa mendapat sanksi
denda sebanyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

. Pengaruh kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan
sekitarnya.

. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana

Kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) Bentuk Tanaman.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu

jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

1.

2.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika
Golongan | (satu) dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan
Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang tindak pidana kepemilikan

Narkotika Golongan I bentuk tanaman.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini

yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika
Golongan | (satu) dalam Bentuk Tanaman ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim
dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang Tindak Pidana

Kepemilikan Narkotika Golongan | (satu) dalam Bentuk Tanaman ?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.?* Penulis telah melakukan kajian

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan narkotika.

Namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi yang ada
walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang
mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai sebagai

berikut:

? Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya, 2017), 8.



Nama
No.
Penulis

Resah
1 Anika

Maria

Sayyid

Abdullah

Judul

Analisa Hukum Pidana
Islam terhadap Sanksi
Komulatif Dalam Putusan
Nomor
382/Pid.Sus/2013/PN Mkt.
Tentang penyalahgunaan
Narkotika Golongan |

berupa sabu-sabu.?

Perlindungan Khusus
Terhadap Anak Di Bawah
Umur Terpidana Narkotika

Di Lembaga
Permasyarakatan (Lapas)

Sidoarjo Menurut Figh

Temuan

Dalam skripsi terkait,
Resah melakukan
studi putusan yang

menjatuhkan
hukuman berupa
sanksi komulatif
kepada pelaku yang
telah terbukti
menyalahgunakan
Narkotika Golongan |

berupa sabu-sabu

Sayyid sebagai
penulis skripsi terkait
melakukan studi
kasus berupa
perlindungan anak

dibawah umur yang

13

Perbedaan

Penulis melakukan
tinjauan pada
putusan yang tidak
terdapat sanksi
komulatif di

dalamnya

Penulis menjadikan
putusan sebagai
objek penelitian dan
bukan anak dibawah

umur yang menjadi

% Resah Anika Maria, Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Komulatif Dalam Putusan
Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN Mkt. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan | Berupa Sabu-
Sabu. (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)



Jinayah®®

Tinjauan Yuridis
Terhadap Penerapan Pasal
127 huruf (a) UU Nomor
35 tahun 2009
Irwandi Tentang Narkotika Dalam
Husni Tindak Pidana
Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I

(Putusan Nomor

87/Pid.B/2014/PN Mam)?*’

Tinjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Anggota
Militer Yang Melakukan

Abdul
Tindak Pidana “Tanpa Hak
Syukur
Menyimpan dan
Menguasai Narkotika”

(Studi Putusan Pengadilan

menyalahgunakan

narkotika

Pada skripsi tersebut,
Irwandi melakukan
tinjauan terhadap
suatu tindak pidana
penyalahgunaan
narkotika yang di
kenakan pasal 127
huruf (a) UU Nomor
35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

Skripsi yang ditulis
oleh Abdul Syukur
menijau tentang
hukuman yang
diberikan kepada
anggota militer yang

dengan tanpa

14

subjeknya

Penulis melakukan
tinjauan pada tindak
pidana kepemilikan
narkotika golongan |
berupa ganja yang di
jatuhi pasal 111 ayat

(1) UU Nomor 35
Tahun 2009 Tentang

Narkotika

Penulis melakukan
tinjauan terhadap
warga sipil yang

terbukti secara sah

memiliki narkotika
golongan | bentuk

tanaman

% Sayyid Abdullah, Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Perlindungan Khusus
Tehadap Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Figh Jinayah (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2012).

2" Irwandi Husni Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 127 Huruf (a) UU Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan | (Putusan
Nomor 87/Pid.B/2014/PN Mam) (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)



Militer Balikpapan Nomor
05-K/PM I-

07/AD/1/2012)*®

Tinjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Hukuman
Mati Bagi Pengedar

Muhammad
Narkotika : Studi Direksi

Yunus
Putusan Mahkamah Agung
R1 Nomor

38/Pid.Sus/2011%°

melakukan tindak
pidana menyimpan
dan menguasai

narkotika

Dalam skripsinya,
Muhammada Yunus
melakukan tinjauan

terhadap seorang
pengedar narkotika

yang di jatuhi

hukuman mati

15

Penulis melakukan
tinjauan terhadap
seseorang yang
terbukti secara sah
memiliki narkotika
dan Hakim
memutusnya dengan
hukuman dibawah
minimal dari pada
ketetapan dalam
Undang-undang

yang ada

28 Abdul Syukur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana

Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan
Nomor 05-K/PM 1-07/AD/2012) (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
% Muhammad Yunus, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar
Narkotika : Studi Direksi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 38/Pid.Sus/2011 (Skripsi-- UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2017)
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F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu
penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan

penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika
Golongan I bentuk tanaman.

2. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim
dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang tindak Pidana

Kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

G. Manfaat Penelitian
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada
manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada
umumnya, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari

penelitian ini akan memiliki nilai guna pada dua (2) aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu Hukum Pidana
Islam di bidang penerapan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri
Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana

Kepemilikan Narkotika Golongan | bentuk tanaman.
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b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan
referensi bagi peneltian selanjutnya terkait dengan Hukum Pidana
Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman bagi penulis terkait Hukum Pidana Islam dan sebagai tugas
akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat pada
masalah yang sama terlebih yang mencakup tentang Hukum Pidana

Islam.

H. Definisi Operasional
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan
skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan

dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan : Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan

objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
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2. Hukum Pidana Islam: Aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-
ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan
fugaha.®

3. Tindak Pidana: Perbuatan yang dilaramg oleh suatu aturan hukum Negara atau
undang-undang narkotika, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

4. Narkotika : Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.®*

5. Kepemilikan Narkotika: Orang yang tanpa hak dan tanpa izin yang memiliki,
menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan | berupa tanaman atau bukan

tanaman.

I. Metode Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan
prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis
dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk
mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang

diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode deskriptif :

%0 Arif Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.
3! Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika
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1. Data penelitian yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Tentang pertimbangan tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan
Payakumbuh yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.

b. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepekmilikan
Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman.

c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana
Kepemilikan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman.

2. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum vyang bersifat autoritatif artinya mempunyai
otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan
oleh lembaga yang berwenang,antara lain:
a. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
b. Dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh

3. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis,
buku-buku teks, dan berbagai sumber lain yang mendukung sumber objek

primer* antara lain:

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016),
181.
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a. Kaidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Jaih Mubarok,
Enceng Arif Faizal
b. Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Makhrus Munajat
c. Hukum Pidana Islam, H. Ahmad Wardi Muslich
d. Membumikan Hukum Pidana Islam, Topo santoso
e. Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, &
Melawan), M. Arief Hakim
f. Kejahatan Narkotik dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui
Kebijakan Hukum Pidana), Syaiful Bakhri.
g. Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), HJ. Rodliyah,
H. Salim.
h. Hukum Narkotika Indonesia, Soedjono Dirdjosisworo.
i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
J-  Al-Qur’an dan hadist
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk
mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Hal ini merupakan
langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah

mendapatkan data.®*

%3 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta :
Ar-Ruzz Media, 2014), 201.
* Ibid, 208.
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Pengumpulan data dilakukan dengan arsip Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang di susun sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan teknik menalaah
dokumen, dengan menelaah Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN
Pyh.

b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi dari buku
baik dalam teori hukum positif maupun teori hukum islam

5. Teknik Pengolahan Data
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan
data. Teknik pengolahan data merupakan suatu rangkaian analisis data yang
berguna untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik
pengolaham data terdiri dari tiga tahapan yaitu :

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang
kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang
telah dihimpun yang berkaitan dengan Narkotika berdasarkan Hukum
Pidana Islam dan UU RI No 35 Tahun 2009.%

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sestematis mengenai

Kepemilikan Narkotika golongan I, berupa ganja dalam putusan

% 1bid, 238.
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Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. menurut hukum pidana Islam
sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.*®

Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif Hukum islam terhadap
kasus Kepemilikan Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman yaitu

ganja dan UU RI No 35 Tahun 2009.%

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data.*®Untuk menganalisis data yang telah diolah, maka

penulis menggunakan metode analisis kualitatif antara lain :

a.

Metode induktif : adalah pola pikir yang berangkat dari proses
berlangsungnya sebuah fakta yang kemudian dirumuskan menjadi
suatu kesimpulan dalam hal ini adalah pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana
Kepemilikan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman.

Metode deskriptif : yaitu salah satu metode yang digunakan untuk
meneliti status kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu peristiwa,
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini,

analisa data dengan mendeskripsikan fakta - fakta secara naratif

% 1bid.
7 1bid.
% bid.
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terhadap Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan | dalam Bentuk Tanaman. Yang

kemudian dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam.*

J. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai
dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini
dikelompokkan menjadi lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing
mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.
Agar penulis skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai

berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran tentang skripsi,
yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan teori yang akan digunakan penulis untuk
melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, berisi tentang pengertian
narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
pengertian tindak pidana dalam hukum Islam termasuk didalamnya mengenai

jartimah ta ’ztr, tindak pidana narkotika, serta narkotika dalam kajian hukum Islam.

% Ibid, 186.
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Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim.
Proses meneliti data-data/kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. .Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika

Golongan | Bentuk Tanaman.

Bab keempat adalah analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana
Kepemilikan Narkotika yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor

151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.

Bab Kelima merupakan bab terakhir mengemukakan kesimpulan dari semua
jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran
dikemukakan untuk memberi masukan kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh
dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

dalam skripsi.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti “terbius
sehingga tidak merasakan apa-apa”. Semula drugs diartikan sebagai jamu
yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian
pengertiannya diperluas menjadi obat pada umumnya yang meliputi juga
obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah drugs digunakan
secara sempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang psikpaktif yang

digunakan di luar pengobatan.

Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu:
Papper Somniferum (Candu), Erythroxyion Coca (kokain), dan Cannabis
Sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara Kkerjanya
mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan

apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.*

Terkait dengan pengertian Narkotika Smith Kline dan French Clinical

Staff membuat defenisi sebagai berikut: Narcotics re drug whitch produce

0 Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika Dan Psikiropika (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 11.

25
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insebility or stipor due to their depressent effect on the central nervous
system inclueded in this  definition are opium  derivaties

(morphine,codein,heroin) and syhthetic opiates (meperideine,methadone).

Artinya Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja
mempengaruhi susunan syaraf seentral. Dalam definisi narkotika ini sudah
termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis

(meperdine, methadone).**

Menurut Rachman Hermawan, mendifinisikan narkotika yaitu: Zat
yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh

manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.*?

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis
maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

(adiktif).®

*! Smith Kline dan French Clinical , A Manual For Law Enforcemen Officer Drugs Abuse (Pensivania:
Philladelphia, 1969), 91.

*2 Rachman Hermawan S., Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja (Bandung : Eresco,

1987), 10-11.

* Fahmi Sasmita, NARKOBA, NAZA, DAN NAPZA (Yoogyakarta : Sentra Edukasi Media, 2018), 5.
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Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok Narkoba di Indonesia
diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah
pemasok dari Indo China.** Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun

1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan :

a. Golongan | : Narkotika yang hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi

yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh :

Jenis narkoba lainnya yang sering dikonsumsi manusia adalah
ganja atau juga disebut mariyuana. Manusia telah mengenal ganja
sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi

karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan

Tanaman ganja yang juga disebut cannabis mudah tumbuh di
Indonesia, baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh liar.
Kadang ganja digunakan sebagai tanaman pendamping seimisal
tembakau Deli untuk menjaga kualitas. Ganja termasuk tanaman

perdu yang tingginya antara 1,5-2,5 meter.*®

2. Jenis-Jenis Narkotika
1) Ganja
kesenangan.*
* bid.

*> Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 6.

*® Ibid.
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Bagian tanaman ganja yang digunakan adalah daun dan ujung
tangkai yang berbunga. Mula-mula daun dan ujung tangkai dipetik,
dipotong-potong, lalu dikeringkan. Proses pengeringannya sama
seperti tanaman tembakau rakyat. Setelah dikeringkan, ganja lalu
diiris-iris seperti tembakau. Getah ganja dapat dibuat hasish atau
hasish oil. Untuk memperoleh hasish, tumbuhan ganja yang sudah
kering kemudian disuling. Dari oenyulingan ini akan diperoleh getah
ganja yang berbentuk adonan kental, bisa juga encer yang berwarna
hijau, coklat, coklat tua, atau hitam.*’

Hasish jauh lebih kuat khasiatnya daripada tembakau karena
mengandung THC (Tetra Hydro Canabinol) yang lebih
terkonsentrasi. THC adalah suatu zat yang oleh banyak ahli
didiagnnosis dapat menimbulkan khayalan dan halusinasi. Hasish
yang lebih pekat disebut hasish oil dan kadar THC-nya sangat tinggi.

Daun ganja dinikmati dengan cara dilinting dan dihisap
layaknya menghisap rokok. Selain daunnya, biji ganja bisa
menghasilkan minyak ganja. Cara memakainya adalah dengan
mengoleskan dan meneteskannya pada rokok.*®

Dalam pemakaiannya, ganja bisa mendatangkan sensasi dan

kenikmatan. ganja juga menyebabkan banyak efek negatif baik dalam

7 bid.

*8 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan, cet 1
(Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 48.
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aspek fisik, psikologis, dan social. Misalnya memunnculkan rasa
gembira tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan
(paranoid), halusinasi, jantung berdebar, dan mulut kering.*°

Candu atau Opium

Candu bisa juga disebut opium. Candu berasal dari tanaman
papaver yang jenisnya bermacam-macam. Untuk mendapatkan
candu, buah papaver yang hampir masak disadap atau digores dari
pangkal hingga ujung. Jadi, buah dibiarkan tetap melekat pada
tanamannya. Sesudah disadap, getah yang keluar dibiarkan
mongering kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan
candu mentah.*

Candu mentah berbentuk seperti adonan yang lembek,
berwarna coklat tua atau kehitam-hitaman. Baunya khas dan rasanya
pahit. Candu mentah sudah bisa dikonsumsi, mislanya dengan cara
dihisap. Untuk mendapatkan candu masak yang bersih, harus
dimasak dan diolah lagi dengan cara tertentu.

Dalam buku Odyssey karangan Homer, opium merupakan obat
yang sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri, meredakan
percekcokan, serta melupakan semua kesulitan. Namun disisi lain,

opium juga menimbulkan efek buruk yang berupa pengonsumsi

9 1bid, 47.
% bid, 35
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opium bisa teler, bengong, lupa, dan tak punya kesadaran yang
normal.**
Kokain

Tanaman koka dapat tumbuh di seluruh Indonesia. Koka
termasuk golongan tanaman perdu yang tingginya dapat mencapai
dua meter. Daun koka tumbuh satu-satu pada cabang dan tangkai,
bunganya kecil dank eras. Untuk mendapatkan zat narkotis pada
koka, daun yang masih muda dipetik dan dikeringkannlalu diolah di
pabrik dengan bahan-bahan kimia. Zat dari koka yang bersifat
narkotis kemudian disebut kokain.>?

Kokain biasanya berbentuk Kristal atau serbuk halus berwarna
putih. Jika dicicipi, lidah atau bibir akan terasa sedikit menebal.
Dalam dunia pengobatan, kokain biasanya digunakan sebagai obat
pati rasa (local anesthetic).>® Kokain dinikmati dengan cara disedot
melalui hidung. Ada juga kokain dalam kemasan “teh celup” yang
juga disebut coca tea dan bisa disajikan dalam bentuk minuman.

Efek mengonsumsi kokain sudah dapat dirasakan dalam waktu

20 menit. Seseorang yang mengonsumsi kokain mula-mula merasa

hebat dan super, gembira dan bersemangat, hiperaktif, pikiran tenang,

5 bid.
52 bid, 44.

53 Local Anesthetic atau anestesi local adalah teknik apa pun untuk menginduksi tidak adanya sensasi
si bagian tubuh tertentu, umumnya untuk tujuan menginduksi analgesi lokal yaitu ketidakpekaan
lokal terhadap rasa sakit, meskipun indera lokal lain mungkin juga terpengaruh.
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energi makin bertembah, kesiagaannya sangat aktif, dan kemampuan

bicaranya lancar.>

b. Golongan Il : Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin.

Morfin adalah zat utama berkhasiat narkotika yang terdapat pada
candu mentah. Morfin diperoleh dengan cara mengelolah candu mentah
secara kimia. Daya kerja morfin diperkirakan 5-10 lebih kuat daripada
opium.*

Morfin yang beredar di pasar gelap biasanya berwarna merah
kecoklat-coklatan, dan berbentuk lempeng. Bubuk morfin kasar atau
lempeng morfin secara langsung jarang disalahgunakan, tetapi bubuknya
dapat dibuat rokok untuk kemudian dihisap.

Dalam dunia pengobatan, morfin dipergunakan untuk mengatasi
rangsangan batuk dan rasa nyeri. Sesudah tersedia obat anti nyeri, maka
morfin jarang dipergunakan tenaga medis untuk upaya pengobatan.
Karena, memakai pengobatan dengan morfin cukup banyak menimbulkan
resiko. Pasien yang mendapat suntikan morfin sebagai terapi dapat

mengalami perasaan tak enak, cemas, gelisah, lemah, lelah, nyeri,

5 1bid.
% |bid, 36.
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menguap, air mata keluar, ingusan, dan keringatan. Kemudian perasaan
gelisahnya meningkat, nyeri pada punggung dan tungkai, kontraksi otot,
menggigil, demam pernapasan cepat dan dalam, seta tekanan darah dan
denyut nadi meningkat.>®

Golongan Il : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan tujuan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan. Contoh : kodein.

Kodein merupakan alkaloid yang terdapat dalam opium/candu atau
sintesa dari morfin. Kodein berupa serbuk berwarna putih atau dalam
bentuk tablet, digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk antitutif
dan penghilang nyeri. Kodein dapat menimbulkan ketergantungan fisik
dan psikis serta toleransi namun sangat ringan apabila dibandingkan

dengan morfin.*’

B. Tindak Pidana Dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah

atau

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam figh dengan istilah Jinayah

Jarimah. Kata Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik

% 1bid, 37-38.

%" Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), Penanggulangan Bahaya Narkoba (Jawa Timur:

TP.,2002), 8
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atau tindak pidana. Istilah Jarimah mempunyai kandungan arti sama dengan
istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.*®
Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian,
seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah :
A3 it 5 e 3l e Jadl) g5 305 1o 55 a5ak Jad (8 5 Ala
Artinya : Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu

mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.*®

Dari segi bahasa Jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal
kata jaramah yang artinya berbuat salah, sehingga Jarimah mempunyai arti
perbuatan salah. Menurut istilah Imam Al Mawardi mengemukakan bahwa

jarimah adalah : ®°

F0R 3138y e S A58 5 4k 55 &5 3his

Artinya : Larangan-larangan oleh syara’ yang diancam oleh Allah

dengan hukuman had atau za "zir.®*

Adapun hukuman ta’zir adalah hukuman vyang pelaksanaannya

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum fa’zir dijatuhkan dengan

mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi

%8 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004), 3.

% Abdul Al-Qadir Awdah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz | (Beirut: Maktabah Dar At-Turath, tt),

58.

% Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004), 4.

61 B . . .
Larangan-larangan syara’ yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada

kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah.
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masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa
hukuman ta zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi
dan kondisi, dan bagaimana perbuatan Jarimah terjadi, kapan waktunya,
siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin

ketentraman dan kemaslahatan umat.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman
menerapkan Jarimah ta’zir karena sifatnya yang lebih umum dan elastis.
Salah satu diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Undang-undang ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya
dan kemungkinan akan berubah lagi jika diadakannya Undang-undang yang
baru. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dikarenakan perbuatan
itu merugikan kepada tatanan masyarakat, harta benda, kehormatan, ketertiban
masyarakat dan segala hal lain yang merugikan pihak lain. Yang seluruhnya

menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.

Hukuman diancamkan kepada seorang pelaku Jarimah dengan tujuan
agar orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan, memberi
efek jera, juga memberi pelajaran kepada masyarakat lain agar tidak

melakukan Jarimah, dengan harapan pula dapat terwujudnya kemaslahatan
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umat. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan daripada hukum adalah

untuk merealisir kemaslahatan umat.%?

Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat
mengganggu kepentingan umum, segala hal tersebut diatur dan ditegaskan
dalam Jarimah ta’zir, yaitu semua Jarimah Yyang jenisnya dan
sanksinya sepenuhnya  ditetapkan oleh penguasa demi tegaknya

kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

2. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

Dalam Islam, dilihat dari segi berat ringannya hukuman tindak pidana
atau Jarimah terbagi menjadi 3 jenis yaitu Jarimah hudud, Jarimah gishash,
dan Jarimah ta ’zir.

a. Jarimah Hudud
perbuatan melanggar hukum yang macam dan sanksinya
ditetapkan oleh nas (Al-Qur’an dan hadist), yaitu hukuman had (hak
Allah). Oleh karenanya, manusia tidak berhak untuk menetapkan atau
mengganti dengan hukuman lain selain yang ditetapkan berdasarkan
nas.
Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori Jarimah

hudud ada 7 (tujuh) yaitu zina, gazf (menuduh zina), pencurian,

%2 Abd al-Wahab Khalaf, llmu Ushul Figh (Mesir Dar al-Qalam, 1998), 198.
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perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-baghy),
minum-minuman keras, dan riddah (murtad).®®
b. Jarimah Qishash dan Diyat
Jartmah ini merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman
gishash ® dan diyat®™. Hukuman gishash dan diyat telah ditentukan
batasannya , tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi merupakan hak
manusia atau perorangan (korban dan walinya). Adapun yang dimaksud
dengan hak manusia sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut :
G (e aanl 3 Gald 84y Gt e 548 : ) (s

Artinya : Hak Manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali
kepada orang yang tertentu.®

Dalam penerapan sanksinya, terdapat beberapa kemungkinan,
seperti halnya Jarimah gishash bisa berubah menjadi diyat dan
hukuman diyat menjadi dimaafkan yang kemudian jika terdapat maaf
maka Jarimah diyat adalah dihapuskan.

Perbuatan yang digolongkan dalam Jarimah qishash dan diyat
adalah pembunuhan sengaja (al-gatl al-amd), pembunuhan semi sengaja

(al-gatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al-khata’),

%% Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004), 12.

8 gishash adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Yang dimaksud setimpal

adalah hukum balas bunuh atas orang yang membunuh. Sebagai contoh lain adalah mata dibalas mata,
tangan dibalas tangan, dan lain sebagainya. Ibid.

% Diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atauu
walinya melalui keputusan Hakim. Ibid.

% Syarbini al-khatib, mughni al-Muhtaj (Mesir: Dar al-bab al-halabi wa awladuhu, 1978), 133.
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penganiayaan sengaja (al-jahr al-amd), dan penganiayaan salah (al-jahr
al-khata’).%’
C. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir adalah memberi pelajaran, yang berarti suatu
perbuatan yang diancam dengan hukuman ta ztr yaitu hukuman selain
had dan qishash. Pelaksanaan hukuman ta’zir menjadi kompetensi
hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhtikan nas secara
baik karena bersangkutan dengan kemaslahatan manusia.®®

Syarat Jarimah ta’zir harus sesuai dengan kepentingan-
kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas, yang
berarti agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara
kepentingan-kepentingannya serta dapat mengahadapi persoalan yang
mendadak

Hukuman jarimah ta’zir tidak memiliki ketentuan ukuran atau
kadarnya, dalam arti untuk menentukan batasan dalam pemberian
hukuman diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau penguasa
setempat. Dengan demikian syara mendelegasikan kepada hakim untuk

menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelakuu jarimah.”

¢ Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004), 13.
%8 Abdurrahman 1. Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: Melton Putra, 1992), 19.
% Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004), 13.
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3. Macam-Macam Jarimah Ta’zir

Menurut istilah, ta’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman
yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya
belum ditetapkan oleh syara’. Ta’zir secara harfiah berarti menghinakan

pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Jarimah ta’zir juga diartikan sebagai hukuman yang belum ditentukan
oleh syara® dan bentuk juga berat sanksi pidananya ditentukan

atas pertimbanagan Hakim. Hal ini berdasar pada :

o iy n fsis oy g U e 3 53 A T &g 5 56 55 el
’ ) a2 o) S 06
Artinya : ta zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan

kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau
Hakim.™

Arti ta’zir dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan
dosa yang tidak ada hadd ataupun kafarahnya. Dengan kata lain,
hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan
pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat
syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat

pelaksanaannya tidak terpenuhi.

0 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14.
" La Jamaa, Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam , Journal.uinjkt.ac.id, diakses pada 28
Novemver 2019.
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Dasar hukum di syariatkan za zir pun terdapat dalam hadist diantaranya
Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa’l yang telah mendengar

Rasulullah berkata :

O il 3 558 Gada YT LIS 55k 5 4153085y
Artinya : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam

hukuman yang telah ditentukan oleh Allah."

Dalam hadist tersebut menjelaskan tentang batasan hukuman ta’ztr
yang tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali camuk, hal ini bertujuan untuk
membedakan dengan Jarimah hudiid. Dengan adanya batasan ini, dapat
diketahui perbedaan dari Jarimah hudud dan Jarimah ta’zir. Menurut Al-
Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah Hudiid adalah
zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan.
Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta zir.

Abd al-Qadir Awdah, membagi Jarimah ta’ztr menjadi tiga, yaitu :

a. Jarimah hudiid dan gishash diyat yang mengandung unsur subhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
maksiat. Contohnya adalah wati’ subhat, pembunuhan anak oleh ayahnya,

pencurian yang bukan merupakan harta benda.

"2 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta : LOGUNG PUSTAKA,2004), 13.
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b. Jarimah ta’zir yang jenis Jarimahnya ditentukan oleh nas tetapi
sanksinya oleh syara’ diserahkan kepada penguasa. Contohnya adalah
saksi palsu, sumpah palsu, menghianati amanat, dan menghina agama.

C. Jarimah ta’zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang
penguasa demi terealisasikannya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur
akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Contohnya adalah

pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang ada.”

Dalam menerapkan Jarimah ta’zir, prinsip utama yang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kemaslahatan umat dan melindungi setiap anggota
masyarakat dari kemudhorotan (bahaya). Dalam hal ini, penegakan Jarimah

ta’zir tetap harus sesuai dengan prinsip syara’ (nas).
Adapun beberapa kaidah dalam Jarimah ta ’ztr, yaitu :

a. Kaidah pertama adalah tentang klasifikasi Jarimah ta’zir
D5 A 568550 V5 16 08 Y sk (R
Artinya : Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had
atau kaffarat adalah Jarimah a ztr.™

Kaidah ini mengandung arti bahwasannya suatu perbuatan yang

tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya gishdsh) atau

73 1hi

Ibid.
" Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, Kaidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),
(Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet. 1, 176.
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kaffarah™ digolongkan dalam Jarimah ta’ztr. Para fugaha sepakat
bahwasannya yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah
meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh.
Yang dimaksud dengan meninggalkan kewajiban adalah meninggalkan
sholat, tidak  menunaikan  zakat, atau menghianati amanat.
sedangkan mengurangi timbangan, berdusta, atau berkhulwat adalah
perbuatan maksiat dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang.
Seluruh perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi 7a ’zir."®

Termasuk dalam pengertian kaidah diatas bahwa percobaan
melakukan Jarimah hudiid atau gishash dapat digolongkan pula dalam
Jarimah ta’zir, sebagaimana akan dijelaskan dalam kaidah berikutnya
Kaidah kedua adalah tentang percobaan melakukan Jarimah
e e L5 38 V5 aliads adle. CELY 45 8 (3 g 5501 )

S SEES

Artinya : Percobaan melakukan Jarimah, apapun Jarimahnya, tidak
bisa dikenai hukuman gishash atau hudaid melainkan ta zr.

Kaidah ini mengandung arti bahwa percobaan melakukan suatu
Jarimah hudtid atau gishdsh yang tidak terlaksanakan secara sempurna

tidak dapat dikenai had atau gishash, melainkan za ’zir. /

7> Kaffarah memiliki makna menutupi yang berarti menutupi dosa.
"® Enceng Avrif Faizal, Jaih Mubarok, Kaidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),
(Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet. 1, 176.

™ bid, 177.
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Kaidah ketiga adalah tentang kebolehan memberikan hukuman kepada

pelaku percobaan pada Jarimah ta’ztr

DA oA 3 ) 28 A ol aa Al aad da Al e s shay

Artinya : “Jarimah yang selesai berbeda sanksinya dengan Jarimah
yang belum selesai kecuali pada Jarimah-Jarimah ta ’zir.”

Kaidah ini mengandung arti bahwa suatu perbuatan Jarimah
gishdsh atau hudzid yang belum terlaksana secara sempurna atau
disebutnya dengan percobaan akan berbeda sanksinya dengan suatu
Jarimah yang telah terlaksana yang kemudian disebut dengan Jarimah
gishdsh atau hudud. Sedangkan dalam Jarimah ta’zir, boleh memberikan
bagi pelaku percobaan (kejahatan). Pemberi sanksi tazir adalah hak

Imam (Hakim) sesuati dengan tuntutan kemaslahatan.’®

Kaidah keempat adalah tentang pengurungan maksud berbuat Jarimah

ot O3la 3 mﬂ\ﬁwd‘y@ﬁ\ewu;@u\dmm
aana Jadll iz ) WK Jadl)

Artinya : apabila pelaku Jarimah tidak menyelesaikan perbuatan
Jarimahnya karena alasan-alasan selain taubat, maka dia harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya selama perbuatan tersebut

merupakan perbuatan maksiat.

8 Ibid, 182.
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Kaidah ini memiliki makna bahwa untuk menggugurkan hukuman,
seseorang dapat melakukan pengurungann diri  dengan syarat
melakukannya dengan kesadaran diri atau bertaubat dan tidak ada
keterpaksaan dari pihak lain atau diluar kendali dirinya. Jarimah yang

dilakukan pun harus berkenaan - dengan hak Allah atau jama’ah.”

4. Macam-Macam Hukuman Ta’ztr

Hukuman ta ’zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan
diserahkan kepada ulil amri untuk penetapannya. Secara garis besar, hukuman

ta’zir dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

a. Hukuman za zir yang berkaitan dengan badan
1) Hukuman mati
Dalam jarimah ta zir, hukuman mati diterapkan oleh para fugaha
secara beragam. Seperti halnya Hanafiyah yang memperbolehkan ulil
amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta ztr dalam jarimah
- jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila
jarimah  tersebut  dilakukan  secara  berulang.  Contohnya

pencurian yang dilakukan berulang dan menghina Nabi berulang kali

" Ibid, 183.
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seperti yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia
masuk Islam.®

Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai ta ’zir
untuk jarimah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di
muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan ooleh sebagian fugaha
Hanabilah, seperti Imam Ibnu Ugail .2

Sebagian fugaha Syari’iyah juga memperbolehkan diterapkannya
hukuman mati sebagai ta’zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran
sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur’an dan hadist, seperti
halnya homoseksual. Alasan yang dikemukakan oleh Syafi’iyah adalah
berdasar hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah

bersabda :

ol 50) 43 J3xaall 3 Qe )38 6 Ll o 58 Jae Jaxg 8348 335k
(csill V) Asadl

Artinya : Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan
kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya.
(hadist diriwayatkan oleh lima ahli hadist kecuali Nasa’i)*?

Dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati sebagai
ta’zir dilaksanakan dalam jarimah - jarimah yang sangat berat dan
berbahaya. Adapun alat yang digunakan untuk pelaksanaannya tidak

ada ketetapan yang pasti.

8 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 258.

& 1bid.
8 1hid, 259.
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2) Hukuman Jilid (Dera)

Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta ztr harus dicambukkan lebih
keras daripada jidil dalam had. Agar dengan ta zir orang yang terhukum
akan menjadi jera, hal lain yang menjadi alasan adalah dikarenakan jilid
dalam ¢a zir berjumlah lebih sedikit daripada dalam had. Akan tetapi,
ulama lain menyamakan sifat jilid dalam ¢a zir dengan sifat jilid dalam
hudd.

Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala,
melainkan diarahkan pada bagian punggung. Imam Abu Yusuf
menambahkan bahwa tidak boleh memberi cambukan pada bagian dada
dan perut, karena pukulan atau cambukan pada bagian tersebut dapat
membahayakan keselamatan seseorang.®

Larangan memberi cambukan tersebut berdasarkan pada atsar

sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid :

Artinya : Hindarilah untuk memukul kepala dan farji.>*

Dapat disimpulkan bahwa hukuman jilid tidak boleh menimbulkan
cacat dan membahayakan oragan tubuh pelaku jarimah. Karena tujuan
dari pemberian hukuman adalah untuk memberikan pelajaran dan

mendidik pelaku jarimah agar merasa jera.

& 1bid, 260.
% Ibid, 261.
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b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Menurut Imam 1Ibn Al-Qayyin Al-Jauziyah, yang dimaksud
dengan Al-Habsu®® menurut syara’ bukanlah menahan pelaku di
tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya
agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik menahannya di
dalam rumah, masjid, ataupun ditempat lainnya. Penahanan seperti
itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar.

Diperbolehkannya hukuman penjara sebagai fa zir berdasarkan
pada tindakan Nabi SAW. Yang pernah memenjarakan beberapa orang
di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah
Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi’ ibn Al-Harits, salah satu
pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati didalam penjara. Pun sama
halnya dengan Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah Ibn Az-
Zubair di Mekah karena ia menolak untuk membaiat Ali.?®

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi
dua bagian, yaitu :

a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya
Adapun batas maksimal yang diterapkan dalam jarimah

ta’ztr tidak ditetapkan secara pasti, maka hal itu diserahkan

8 Al-Habsu menurut Bahasa adalah é}&i\yang artinya menahan atau mencegah. Disamping itu kata Al-
Habsu diartikan dengan 43 (seas (Al yang artinya tempat untuk menahan orang. (Ibid)

% pid., 262.
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kepada ijtihad Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi
jarimah, pelaku, waktu, tempat, dan situasi ketika jarimah itu
terjadi.

Sama halnya dengan batas terendah, tidak ada pula
kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama seperti
Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa batas terendah hukuman
penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibn Qudamah tidak
ada ketentuan yang pasti dan diserahkan kepada ijtihad Hakim.
Karena menurut 1Ibn Qudamah, apabila hukuman penjara (za ztr)
ditentukan batasnnya maka akan sama halnyna dengan had, dan
itu berarti tidak akan membedakan antara satu dengan yang
lain.%’

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

Hukuman penjara ini tidak dibatasi waktunya, melainkan
berlangsung secara terus menerus sampai pelaku jarimah mati,
atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan

hukuman penjara seumur hidup.®

2) Hukuman pengasingan

8 bid, 263.
& hid.
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Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah
yang dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada orang lain sehingga
pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-
pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan yang menjadi selisih diantara para
fugaha. Menurut Imam Malik lbn Anas, pengasingan itu artinya
menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan
Islam. Menurut Umar Ibn Abdul Aziz dan Said Ibn Jubayyir,
mengasingkan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik,
pengasingan itu artinya dipenjarakan.®®

Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari
satu tahun karena pengasingan ini merupakan hukuman ta ’ztr, bukan
hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.
Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan
menyerahkan hal itu kepada pertimbangan Hakim.*°

c. Hukuman ta zir yang berkaitan dengan harta
Terdapat selisin antar para ulama terhadap diperbolehkannya

hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu

Hanifah, hukuman fa’zir dengan cara mengambil harta tidak

% 1hid, 265.
% hid.



49

diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya Muhammad ibn
Hasan, akan tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf
memperbolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini
diikuti Imam Malik, Imam Syafi’l, dan Imam Ahmad ibn Hanbal %
Hanafiyah mengartikan bolehnya hukuman #a’zir dengan cara

mengambil harta dengan redaksi :
2 15EB G 5K a3 S Bl I (e Bl om W L)
3 P el ldie an Lal s i 25 48 8 ) e 4
Artinya : Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama
waktu tertentu sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan
yang dilakukannya, kemudian mengambalikannya kepada pemiliknya

apabila ia telah jelas taubatnya.*

d. Hukuman-hukuman za zir yang lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat
hukuman-hukuman za ztr yang lain, diantaranya : (1) Peringatan keras,

(2) Dihadirkan dihadapan siding, (3) Pengucilan, (4) Pemecatan, (5)

Pengumuman kesalahan secara terbuka.*

5. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks hukum islam, narkotika tidak disebutkan secara

langsung dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur’an hanya

% 1bid.
%2 1hid, 266.
% |bid, 268.
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menyebutkan istilah Khamr. Khamr adalah minuman yang memabukkan dan
memiliki dampak buruk bagi peminumnya, antara lain adalah hilangnya akal.
Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Figh, bila suatu hukum belum
ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode giyas
(analogi hukum).** Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang
belum ada  ketentuannya  dengan  hukuman yang sudah ada
ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadist, karena kedua peristiwa terdapat
segi persamaannya.” Persamaan yang tergolongkan dalam giyas antara lain
adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah

melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, narkotika disamakan dengan khamr karena dalam segi
dampak pemakaiannya sama yaitu menyebabkan timbulnya kemudhorotan

dalam diri manusia juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Karena narkotika disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman

narkotika ditetapkan melalui metode giyas, yaitu:

a. Metode giyas (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan,
membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul figh qiyas
berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada

dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian

% Muhammad Khudori Bik, Ushul al-Figh (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), 334.
% Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 33.
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atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas
karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa.
b. Rukun giyas terdiri menjadi 4 unsur,yaitu:

1) Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya
berdasarkan nash, ashal disebut juga magqis’alaih (yang menjadi
ukuran) atau  musyabbah  bih  (tempat = menyerupakan),
atau mahmul’alaih (tempat membandingkan), ashalnya khamr.*®

2) Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan
berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu’
seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama
bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan,
yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil
hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: “Setiap yang
memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya”.
(HR. Muslim).125

3) Furu’ (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu’ itulah
yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal
yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang

ditetapkan), yaitu furu’nya narkoba.

% Rachmat Syafe’I, Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, 86-88.
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4) lllat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat
ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat
cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari
narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena
khamr di giyas kan dengan narkotika, maka hukumnya tetap haram,
yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan
kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.®’

Meskipun dalam istilah Arab atau Islam tidak dijelaskan secara spesifik
definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan khamr,
karena dengan perkembangan jaman yang begitu pesatnya, manusia dapat
membuat berbagai macam bentuk sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya
akal dan hal lain yang menyebabakan kemudhorotan dalam hal ini berarti
minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi
juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur’an, hadist, dan pendapat para
Ulama terkait dengan larangan narkotika yang di giyas kan dengan khamr.
Beberapa diantaranya adalah :

Dalam Qs. Maidah ayat 90 yang berbunyi :

Jae G G aY Y15 Glial Y15 Sudalls Hasl W & S e
L’.)o;/!u. QSS/Sﬁboi‘:ai u /_i:h“

¥ Ibid.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi,
berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan

setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.*®
Hadist dari ibn Umar :
OS Q6 a5 e A e GLAN Ol Wale A (o D2 0 (e s
(Alsds JA0) 2a Sh K5 %8 S

Artinya : Dari Ibn Umar ra. Bahwa Nabi saw bersabda : Setiap yang

memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.*

Menurut Ibnu Taimiyah khamr adalah sesuatu yang dapat mengganggu
berfungsinya akal, baik yang terbuat dari anggur, kurma, maupun lainnya

baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi

dapat menghilangkan atau menutupi akal.'®

2 G Sl 308 (8 o 5L Qb o2 el 2a] (gh 5230

Cinll (o Slually (a3 Y50 i 5

Artinya : Khamr adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an
yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma
maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan

terbuat dari anggur saja.'®*

Adapun juga unsur-unsur jarimah meminum khamr dibagi menjadi

dua, yaitu :

% Al-Qur’an Surat Al- Maidah ayat 90.

% H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.

100\, Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan, cet 1
(Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 87.

101 Ahmad Ibnu Taimiyah , Majmu’ al - Fatwa lbnu Taimiyah (Beirut: Dar al-Arabiyah 1987), 34
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Asy-Syurbu (meminum)

Imam Malik, Imam Syafi’l, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa
unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan.
Dalam hal ini tidak disebutkan nama dari minuman dan dari bahan apa
minuman tersebut diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan atas
apa yang diminum, apakah terbuat dari anggur, gandum, kurma, tebu,
maupun bahan-bahan lain. Pun tidak pula diperhatikan kadar kekuatan
memabukkannya, baik sedikit maupun banyak hukumnya kan tetap sama,
yaitu haram.*®

Apabila pendapat jumhur ulama tersebut kita ikuti, maka semua jenis
bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram seperti halnya ganja,
kokain, heroin, dan segala macam narkotika. Namun, karena meminum
merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamr, maka bahan-
bahan yang dikonsumsi dengan cara tidak diminum seperti halnya
narkotika tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman
ta’zir 1%

Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apanila seseorang melakukan perbuatan

meminum minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminum adalah

khamr dan bersifat memabukkan. Maka apabila seseorang meminum

102 1 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 74-75.

103 I pid, 75.
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minuman yang memabukkan tetapi ia menyangka bahwa itu adalah
minuman biasa, maka ia tidak dikenai hukuman had karena dianggap tidak
melawan hukum

Apabila seseorang tahu bahwa minuman itu memabukkan tetapi tidak
tahu bahwa minuman itu dilarang, maka dalam hal ini unsur melawan
hukum belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak dapat
diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan
lingkungan Islam.%*

Pelaku sudah harus dihukum ketika ia meminum khamr, tanpa harus
memperhatikan kadar khamr yang diminum dan menimbulkan efek mabuk
baginya atau tidak. Karena meminum sesuatu yang memabukkan sudah
dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlak karimah
apalagi jika sampai mengakibatkan dampak buruk bagi peminumnya.*®®

Seperti halnya hadist yang di riwwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,
dan Turmudzi berbunyi : Minuman apapun kalau banyaknya dapat
memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram.'%

Adapun hukuman atas larangan-larangan terkait khamr diatas :

o, BB AL padle D0 s ol ce Ay ek e
RGN Q1Y) & 55 A6 G 1Y & SNA G 51 Y Al

19% 1hid, 76.

1% Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, cet 1 (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,

2014),88.

196 yysuf Qaradhawi, Halal dan Haram (Bandung : Penerbit Jabal, 2007), cet 1, 83.
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A Ladll) 5 2e30 as HAT) AR 55 ylald Say 150 Gyl 130 &5 55 08
(&a;jwj

Artinya : Dari Mu’awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda
tentang (hukuman) orang yang meminum khamr : ”Apabila ia minum maka
deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah dia. Apabila ia
minum untuk ketiga kalinya maka deralah dia. Kemudian apabila ia minum
lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia).”
(hadist ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat

sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).*’

Dalam hadist di atas jelas bahwa hukuman bagi peminum khamr

adalah hudud, dan bagi pelaku yang meminumnya secara berkala atau terus

menerus maka dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman dalam

jartmah khamr tidak hanya sebatas pada peminum saja. Rasulullah tidak

menganggap cukup dengan diharamkannya minum arak, sedikit atau

banyak. Memperdagangkan dan memilikinya pun tetap haram. Hal ini

dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah

yang berbunyi :

508 A () 2RaA 0 0E B U T aske 0l 5 2l o
Upasally Leldas g )las boumias 5 b e 5 50all (a1 Ja
Lty e Ly Leeliag i by 43l

Artinya : Allah SWT melaknat sepuluh golongan yang berhubungan
dengan arak, yaitu (1) yang memerasnya, (2) yang minta diperaskan, (3)

yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang minta dibawakan, (6)
yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang makan hasil

penjualannya, (9) yang membelinya, (10) dan yang minta dibelikan.

Dalam hal ini sangat jelas dikatakan semua hal yang terkait dengan

khamr selain minum khamr seperti menjual, membeli, memiliki, menyimpan,

197 1. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.
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melayani dan segala hal yang terkait dengan khamr maka hukumnya adalah
haram. Yang dalam konteks pembahasan kali ini merujuk pada haramnya
narkotika, bahwa memiliki narkotika pun dikatakan haram dan hukumannya

adalah ra zir karena tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadist.

Terlepas dari meminum dan memiliki juga berbagai larangan tersebut,
bahkan untuk mendekati tempat-tempat yang menyediakan khamr pun
diharamkan terlebih lagi bergabung untuk sekedar duduk-duduk dengan orang
yang sedang meminum khamr. Hal ini sejalan dengan hadist yang
diriwayatkan dari Umar ra. Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk

pada sebuah jamuan yang disana diedarkan minuman arak.”(Riwayat

Ahmad).*®

Terdapat beberapa alasan yang jelas menegaskan terhadap larangan
penyalahgunaan narkotika. Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika di
atas mimbar Rasulullah saw “Arak adalah sesuatu yang dapat menutupi
akal.” Maka setiap yang dapat mengganggu pikiran dan merusak fungsi akal
adalah arak. Demikian pula dengan narkotika yang jelas terbukti merupakan
sesuatu yang merusak kesehatan organ manusia terlebih akal. Yang dengan

tegas telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya sampai hari kiamat nanti.*®®

108 1hid, 85.
199 Ipid, 87.
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Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya
baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika)
adalah benda-benda yang diharamkan syara’ tanpa diperselisihkan lagi di

antara para ulama.**°

10 yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, penj. Drs. As’ad Yasin, Jilid 2 (Gema Insani Press,
Jakarta, 1995), him. 792.



BAB IlI
DESKRIPSI KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN | BENTUK
TANAMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
NO. 151/PID.SUS/2017/PN. PYH.

A. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2017/PN.
Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan |
1. Pelaku

Pelaku adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Harryanto,
lahir di Payakumbuh pada 31 Mei 1995, beralamat di Padang Kadaduak, Kel.
Tigo Koto Diateh, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, beragama
Islam, dan bekerja Swasta.'**

2. Saksi-saksi
Beberapa saksi yang dihadapkan dipengadilan antara lain :
a. Saksi | : Andre Kordani (anggota tim Polres Payakumbuh)
b. Saksi Il :Maslinur (Ketua RT setempat)

c. Saksi Il : Diki Saputra (bersama terdakwa dalam penangkapan)

d. Saksi IV : Febri Multazam (bersama terdakwa dalam penangkapan)

11 pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh
(Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 1.
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B. Deskripsi Kasus

Kronologi tindak pidana kepemilikan narkotika golongan | bentuk tanaman
yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pihak Sat
Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapat kabar dari masyarakat bahwa di sebuah
pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Utara Kota
Payakumbuh dicurigai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Pada hari Selasa
tanggal 15 Agustus 2017 Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan bersama
Ketua RT setempat. Saat sampai di tempat penggeledahan, tempat tersebut tidak
ada orang dan sekitar pukul 20.45 wib Terdakwa Harryanto bersama saksi Diki
Saputra dan saksi Febri Multazam datang ke pondok tersebut. Selanjutnya Saksi
Andre Kordani beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke dalam

pondok dan melakukan penggeledahan.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang
dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam
kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang
terdakwa pakai, dari saksi Diki Saputra disita 4 (empat) paket kecil jenis ganja
yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi Diki Saputra di sofa yang
berada di belakang sewaktu saksi Diki Saputra duduk, 5 (lima) lembar kertas papir
dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang
disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra

pakai serta dari saksi Febri Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang
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dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam
kotak Rokok Dji Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan
sebelah kanan yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang
dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan
dalam kantong celana Levis depan sebelah Kiri saksi Febri Multazam pakai.
Kemudian juga dilakukan penyitaan di rumah saksi Diki Saputra di Kelurahan
Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat barang bukti 1 (satu) paket besar ganja

dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik hitam.

Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki
Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib dengan
cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa

dengan saksi Diki Saputra.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan
pemeriksaan secara Laboratorium, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan
POM Padang No. 17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan

bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (cannabis.sp) yang
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terdaftar dalam Narkotika Gol | nomor urut 8 Lampiran | UU No. 35 tahun 2009

tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman.'*?

Berdasarkan kronologi diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana yang

pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Harryanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bentuk
tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)
UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harryanto dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus
plastik bening, 5 (lima) lembar kertas papir, 1 (satu) paket besar ganja yang
dibungkus plastik kuning disimpan dalam plastik hitam, 1 (satu) paket kecil
ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok U-Mild, 9
(sembilan) lembar kertas papir, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus

plastik bening disimpan dalam kantong kecil celana Levis sebelah kanan, 1

112 |pid, 25.
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(satu) lembar kertas papir dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.
Dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga

ribu rupiah).

C. Keterangan Saksi-Saksi
Untuk membuktikan tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan
saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksian (keterangan). Ada 4
(empat) saksi yang diajukan jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah
menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Andre Kordani

Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga
tentang adanya penyalahgunaan narkotika, Saksi Andre Kordani beserta
anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di sebuah pondok
di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh

Utara Kota Payakumbuh.

Pada saat terdakwa ditangkap sekaligus diamankan barang bukti berupa
1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar

kertas papir yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna
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putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. dari saksi Diki
Saputra disita 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening
yang diselipkan saksi Diki Saputra di sofa yang berada di belakang sewaktu
saksi Diki Saputra duduk, 5 (lima) lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar
uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam
kantong celana depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra pakai serta dari
saksi Febri Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji
Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan
yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus
plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam
kantong celana Levis depan sebelah Kiri saksi Febri Multazam pakai.
Kemudian juga dilakukan penyitaan di rumah saksi Diki Saputra di Kelurahan
Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat barang bukti 1 (satu) paket besar

ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik bening.

Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang disita darinya tersebut
diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi secara cuma-cuma 1
(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang

digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari

Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari
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pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan
perbuatan tersebut. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres
melainkan karena laporan masyarakat saja. Dan Terdakwa tidak keberatan

dengan keterangan saksi tersebut.

Keterangan Saksi Maslinur

Saksi selaku ketua RT setempat mengaku sebelum penangkapan
tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian datang anggota Polisi
dan meminta saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan
terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diki Saputra dan saksi Febri
Multazam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 Wib
bertempat di sebuah Pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto
Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena kedapatan
menguasai narkotika jenis ganja.

Saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan
saksi ada melihat ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam kantong kecil
celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa
pakai, dari saksi Diki Saputra ditemukan 4 (empat) paket kecil jenis ganja
yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi di sofa yang berada di
belakang sewaktu saksi duduk, 5 (lima) lembar kertas papir dan 1 (satu)

lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan
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dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi pakai, serta dari saksi
Febri Multazam ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji
Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan
yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus
plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam
kantong celana Levis depan sebelah kiri yang Febri Multazam pakai.

Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang disita darinya tersebut
diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi secara cuma-cuma 1
(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang
digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari
Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari
pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan
perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi
tersebut.
. Keterangan Saksi Diki Saputra

Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa dan
saksi Febri Multazam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul
20.45 wib ketika sedang duduk-duduk dan akan menghisap ganja di sebuah
pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan

Payakumbuh Utara Kota Payakumbubh.
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Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari saksi 4
(empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 5 (lima)
lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) sedangkan di rumah saksi ada ditemukan 1 (satu) paket besar
ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik hitam, dari
terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening dan 1 (satu) lembar kertas papir, serta dari saksi Febri Multazam
ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9
(sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe, 1
(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak
Rokok U-Mild. Kemudian dilakukan pengembangan dirumah saksi di
Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan
ditemukan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning disimpan
dalam plastik bening.

Saksi mengaku bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut
diperoleh dari saksi sendiri dengan cara saksi beri Cuma-Cuma 1 (satu) paket
kecil ganja sisa pakai bersama-sama antara saksi dengan terdakwa.
Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa
adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak
yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan
perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi

tersebut.
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4. Keterangan Saksi Febri Multazam

Saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan saksi Diki Saputra pada
hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 wib ketika sedang
duduk-duduk dan akan menghisap ganja di sebuah pondok di Padang
Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota

Payakumbuh.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)
paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar
kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) paket kecil
ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild,
dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik
bening dan 1 (satu) lembar Kkertas papir serta dari saksi Diki Saputra
ditemukan 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 5
(lima) lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) dan di rumah saksi Diki Saputra ada ditemukan 1
(satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam

plastik hitam.

Saksi febri juga mengatakan hal sama bahwa barang bukti yang disita
dari Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi
secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening

sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan
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saksi Diki Saputra. Berdasarkan pengakuan saksi, barang bukti yang disita
dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin
dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk
melakukan perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan

keterangan saksi tersebut.

D. Keterangan Terdakwa
Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira
pukul 20.45 wib di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto
Diateh Kecamatan Utara Kota Payakumbuhbersama dengan saksi Diki Saputra

dan saksi Febri Multazam oleh anggota Polisi berpakaian sipil.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang
dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam
kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang
terdakwa pakai. Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari
saksi Diki Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30
wib dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang
dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama

antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa disaksikan
oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Marlisnur. Terdakwa menyatakan bahwa ia

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan
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ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa juga

membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Dalam Putusan
No. 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.

Jaksa Penuntut Umum telah memberi dakwaan kepada Terdakwa berupa
dakwaan alternatif satu dan dua, dengan melihat fakta-fakta hukumnya maka
Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur
dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

karena dianggap paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa.

1. Unsur-unsur tindak pidana kepemilikan narkotika golongan | bentuk tanaman
berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009
a. Unsur setiap orang
Setiap orang adalah identik dengan barang siapa yang pada
dasarnya menunjukkan pada siapa orang yang harus bertanggung jawab
atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya
mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.
Dalam perkara ini, Hakim membenarkan bahwa Terdakwa adalah
seseorang yang bernama Harryanto yang sehat jasmani dan rohaninya.
Maka telah jelas bahwa pengertian “barang siapa” yang merupakan

subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Harryanto dan harus
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bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan didakwakan
kepadanya.

Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika golongan | dalam bentuk tanaman

Unsur ini merupakan unsur alternatif dan jika salah satu dari unsur
ini teerpenuhi maka dinyatakan sah menurut hukum.

“Menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah
supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) undang-undang ini
menyatakan bahwa “yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.”!*®

“Memelihara” merupakan proses kelanjutan dari penanaman yang
telah dijelaskan diatas yang berarti menjaga dan merawat dengan baik.
Oleh karena itu pemeliharaan juga hanya dapat dilakukan oleh Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan pengembangan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

“Memiliki” dalam hal ini harus benar-benar sebagai pemilik, ada
atau tidaknya barang ditangan pemiliknya. Memiliki juga harus dilihat

dari segi mendapatkan barang yang dimaksud sehingga bisa menjadi

seorang pemilik.

113 Ibid, 22.
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“Membeli” berkaitan dengan kepemilikan. Dimana memiliki
didapat dengan cara membeli, diberi, atau dengan cara lain yang
berhubungan langsung antara pelaku dengan barang.

”Menyimpan” berarti menaruh suatu barang di tempat yang dikira
aman agar tidak rusak atau hilang. Menyimpan juga bermakna
menyembunyikan agar hanya pemilik dan orang-orang terkait dengan
barang yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut. Menurut
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di
tempat dimana orang lain tidak bisa mendapat akses ke tempat narkotika
terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai
pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001
tertanggal 31 Juli 2002.**

“Menguasai” berarti memiliki kuasa atas suatu barang. Dalam hal
ini pelaku memiliki kuasa untuk melakukan tindakan seperti menjual,
memberikan kepada pihak lain, atau tindakan lain yang menunjukkan
bahwa pelaku memiliki kuasa atas barang tersebut.

“Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan

narkotika golongan | bentuk tanaman. Bentuk tanaman berarti wujud

114 Ipid, 23.
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narkotika golongan | dalam bentuk tumbu-tumbuhan yang ditanam oleh

pelaku. '

Kemudian narkotika golongan 1 bentuk tanaman yang hanya
dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi yang
sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Untuk mengetahui
tanaman tersebut merupakan narkotika atau tidak maka harus dilakukan
penelitian dengan cara® :

1) Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan | yang secara terbatas
dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang
digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan

2) Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan | yang secara
terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang

disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis

narkotika atau bukan

Narkotika Golongan | bentuk tanaman telah ditentukan secara
limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan | Undang-undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan
undang-undang tersebut. Dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan

adalah tidak harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun,

15 Hj. Rodliyah, H. Salim HS, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) (Depok :
Rajawali Pers, 2017), 106.

16 pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh
(Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 24.



74

batang, ranting, maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau

batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman

Maka dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan
diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul
20.45 wib di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto
Diateh Kecamatan Utara Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan
saksi Diki Saputra dan saksi Febri Multazam telah ditangkap oleh pihak
kepolisian yang mana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang
bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus
plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam
kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah
kanan yang terdakwa pakai, dari saksi Diki Saputra disita 4 (empat) paket
kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi
Diki Saputra di sofa yang berada di belakang sewaktu saksi Diki Saputra
duduk, 5 (lima) lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong celana
depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra pakai serta dari saksi Febri
Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening
dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji
Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan

yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang
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dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang
disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah Kiri saksi Febri

Multazam pakai.

Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari
terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra pada hari Selasa
tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib (beberapa jam sebelum
penangkapan) dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil
ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan
secara bersamasama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra (beberapa
jam sebelum penangkapan) yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi

Febri Multazam dan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa
dikategorikan dalam memiliki narkotika golongan | bentuk tanaman yang
didapat dari pemberian saksi Diki Saputra dan kemudian disita untuk

menjadi barang bukti.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.
17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan
bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (cannabis.sp)

yang terdaftar dalam Narkotika Gol I nomor urut 8 Lampiran | UU No. 35
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tahun 2009 tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan |

Bentuk Tanaman.'’

c. Tanpa hak dan melawan hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang artinya dengan sengaja
melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu
kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang. Untuk
menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk
memberoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, belai pengobatan dan dokter.!'®

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa
tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan
untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian
perbuatan Terdakwa Harryanto tersebut memenuhi unsur “Tanpa Hak”.

2. Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat
dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan adil dan tidak

menyimpang dari aturan yang ada.

a. Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

117 B
Ibid, 25.
118 pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



77

2) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa belum pernah dihukum

2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;**°

3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

4) Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi.

Mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,

Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

a.

Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum terdakwa bahwa sebagaimana fakta hukum yang
terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika
jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan digunakan untuk
dirinya sendiri.

Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil
yaitu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditimbang

dengan kantong pembungkusnya juga merupakan ganja sisa pakai

119 Ipid, 29.
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Terdakwa bersama dengan saksi Diki Saputra beberapa jam sebelum
penangkapan.
c. Terbukti dalam fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa

Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan berbagai bertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pasal yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah
pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Namun Penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut dalam
dakwaannya, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2017 Sebagai Pedoman Pelaksanan Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.**°

F. Dasar Hukum Hakim
1. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
“Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

120 |pid, 28.
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Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”***

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

G. Amar Putusan
Dengan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harryanto Panggilan Rian Bin Irwandi terbukti secara
sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika
Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”sebagaimana dalam dakwaan alternatif
kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 4 (empat) paket Narkotika Golongan | Jenis ganja yang dibungkus plastik
bening dengan berat total 20,03 (dua puluh koma nol tiga gram;

b. 5 (lima) lembar kertas papir;

c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan | Jenis ganja yang dibungkus
plastik kuning disimpan dalam plastik hitam dengan berat 209,52 (dua
ratus sembilan koma lima puluh dua) gram;

e. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan | Jenis ganja yang dibungkus
plastik bening disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe dengan berat
1,04 (satu koma nol empat) gram;

f. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan | Jenis ganja yang dibungkus
plastik bening disimpan dalam kotak rokok U-Mild dengan berat 4,26
(empat koma dua puluh enam) gram;

g. 9 (Sembilan) lembar kertas papir;

h. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan | Jenis ganja yang dibungkus
plastik bening disimpan dalam kantong kecil celana Levis sebelah kanan
dengan berat 0.33 (nhol koma tiga puluh tiga) gram;

I. 1 (satu) lembar kertas papir.

Dirampas untuk Negara.
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7. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,(tiga

ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 30Januari 2018, oleh
Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung
Darmawan, S.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masingmasing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 13 Februari2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.'?

122 1bid, 29-30.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
151/PID.SUS/2017/PN Pyh. TENTANG KEPEMILIKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I (SATU) BENTUK TANAMAN

A. Tinjauan Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Payakumbuh  Nomor  151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang
Kepemilikan Narkotika Golongan | Bentuk Tanaman

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan

pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-
undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi
eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara

profesional kepada publik (the truth and justice).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan
dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati

nurani dari hakim itu sendiri.

Dalam putusan dengan nomor perkara 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. telah
termuat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam

menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil untuk Terdakwa Harryanto alis Rian

82
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Bin Irwandi yang telah terbukti memiliki narkotika golongan | bentuk tanaman

berupa ganja.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim inilah yang kemudian akan ditinjau
oleh penulis, karena penulis melihat adanya ketidak tepatan antara hukuman yang
ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan aturan yang terdapat dalam Undang-

undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara

tersebut :

1. Dalam putusan, Hakim telah menelaah unsur-unsur pada pasal 111 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang
yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | bentuk
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”**® Bahwa Unsur-unsur tersebut
adalah :

a. Setiap orang;

b. Tanpa hak atau melawan hukum;

123 pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika
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c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

golongan | bentuk tanaman.

Dan telah memutuskan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua
unsur pada pasal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung

jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim
telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh
unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika. Namun, majelis hakim juga sependapat dengan
Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwasannya narkotika
yang ditemukan dalam diri Terdakwa digunakan bagi dirinya sendiri.
Dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa narkotika yang ditemukan
pada diri terdakwa jumlahnya tergolong sangat kecil yaitu seberat 0,47
(nol koma empat putuh tujuh) gram yang ditimbang dengan kantong
pembungkusnya yang merupakan ganja sisa pakai Terdakwa bersama-
sama dengan saksi Diki Saputra beberapa jam sebelum penangkapan.
Kemudian terhadap barang bukti Narkotika yang diduga jenis ganja
tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, bahwa
berdasarkan  Laporan Pengujian Badan POM Padang No.
17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan
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bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (cannabis.sp)
yang terdaftar dalam Narkotika Gol I nomor urut 8 Lampiran | UU No. 35
tahun 2009 tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan |
Bentuk Tanaman.'*

4. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang
memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :
a. Keadaan yang memberatkan :

1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan
terlarang

b. Keadaan yang meringankan :

1) Terdakwa belum pernah dihukum;

2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

4) Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi

Berdasarkan beberapa uraian pertimbangan diatas, Hakim kemudian

memutus dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

124 pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh
(Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 25.
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Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Atas pertimbangan Hakim tersebut, penulis sepaham dan setuju dengan
hal-hal yang diungkapkan berdasar fakta di pengadilan. Namun, ada hal yang
kemudian dapat dikatakan tidak sesuai menurut hukum yang ada dan berlaku,
yaitu Hakim dalam memutuskan pidana penjara kepada Terdakwa. Berdasarkan
Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
disebutkan bahwasannya seseorang yang melanggar pasal tersebut akan dikenai
pidana penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun. Tetapi, Hakim memutuskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada
Terdakwa adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini sangat jelas

terlihat ketidak sesuaiannya.

Sementara, sistem hukum di Indonesia menganut aliran rechtsvinding yang
menegaskan bahwa Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20
Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) yang menyatakan
bahwa Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian,

Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat dan
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memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili

suatu perkara.'?®

Pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim
untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Maka dalam hal ini penulis
menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan hukuman terkait penyalahgunaan
narkotika dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh Hakim telah
melanggar asas legalitas dengan cara tidak menjatuhi hukuman sesuai dengan

undang-undnag yang ada.

Namun, dalam penjatuhan hukuman maksimal dan minimal pemidanaan,
Hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap
terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak
secara tidak terbatas.'?® Hal ini mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan

kehendaknya dengan kewenangan-kewenangan subyektif.

Dalam hal ini, Hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat keseriusan
delik yang dilakukan oleh terdakwa yang meliputi kepribadian dari pelaku,
umurnya, tingkatan pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya

sebagai bangsa dan hal-hal lain.*?’

125 M. Naufal Fileindi, “Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum dan Kaidah
Yurisprudensi”, https : //m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t514810646f40f/asas-legalitas-
kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum-dan-kaidah-yurisprudensi/, “diakses pada” 6 Desember 2019.
ij Oemar Seno Adji, Hukum~Hakim Pidana (Jakarta : Erlangga, 1984), Cet.2, 8.

Ibid.
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Menurut analisis penulis, berdasarkan maksimal dan minimal tersebut,
Hakim telah memperhitungkan sifat dan tingkat keseriusan delik yang dilakukan
oleh Terdakwa. Karena berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang telah
dijelaskan diatas pada poin ke 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang
tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotia yang berbunyi “Setiap penyalah
Guna : Narkotika golongan | bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun.” Namun dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum
tidak menyebutkan pasal terkait. Maka, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis
Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum Khusus.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 151/Pid.Sus/2017/PN

Pyh. tentang kepemilikan Narkotika.
Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara

langsung dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur’an hanya
menyebutkan istilah Khamr, tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Figh, bila
suatu perbuatan belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

melalui metode giyas (analogi hukum).®

Qiyas adalah mempersamakan status
hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada

ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi

128 Muhammad Khudori Bik, Ushul al-Figh (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), 334.
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persamaannya.'?® Persamaan yang terkategorikan dalam giyas antara lain adalah
cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan

perbuatan tersebut.

Karena narkotika disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman
narkotika ditetapkan melalui metode giyas. Dalam islam narkoba diistilahkan
dengan khamr karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu
merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. kata Khamr dipahami
sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan

kesadaran.

Para fugaha ada yang memberi pengertian khamr merupakan sesuatu yang
memabukkan dan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini
sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman
memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula
benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman
khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman
memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman

tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.*®

Berikut dalil yang menerangkan tentang hukuman jartmah khamr :

129 Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 33.
130 4, Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 79.
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\f;u a}ﬂ;udu\uﬁh\ﬁ a}ﬂ;Ut_\).u\J\e.\ a}ﬂalﬁt_\)u:\
Artinya : Dari Mu’awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang
(hukuman) orang yang meminum khamr :”Apabila ia minum maka deralah ia,
kemudian apabila ia minum lagi maka deralah dia. Apabila ia minum untuk
ketiga kalinya maka deralah dia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat

kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia).” (hadist ini dikeluarkan oleh
Imam Ahmad dan Imam yang empat sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).**!

Para ulama telah sepakat mengharamkan narkotika, mereka melihat
dampak buruknya pada manusia, lingkungannya, dan keturunannya, serta setelah
mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkotika lebih dahsyat daripada
khamr yang telah diharamkan nass secara tegas dan jelas. Para ulama telah
memutuskan haramnya narkotika dan hukuman bagi penggunanya sebagaimana

mereka telah mengaharamkan perdagangan dan hukumannya.*

Oleh karena itu, memiliki, memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan
semua aktivitas yang berkenaan dengan narkotika tidak diperbolehkan. Hal ini
disebabkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan khamr. Larangan atas
kepemilikan narkoba pun dilarang sebagaiimana diriwayatkan dalam suatu
hadist

LQJM}\AJ&ALC}L@_CLL\A}L@_’_\\J L@Jﬁh&j\.@_\‘)h&})&\c&\w
4ile) A a5 elala

131 4. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.
132 Al Ahmady Abu An Nur, Narkoba (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139.
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Artinya : Allah telah melaknat khamr, orang yang meminumnya, yang
menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta

untuk diperaskan, pembawanya (kurir), serta orang yang memesannya.

Dalam hal ini sangat jelas dikatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam
apapun yang terkait dengan khmar maka hukumnya adalah haram. Yang dalam
konteks pembahasan kali ini merujuk pada haramnya narkotika, bahwa memiliki
narkotika pun dikatakan haram dan hukumannya adalah fa’zir karena melihat

segi pembeda antara khamr dan narkotika yang telah dijelaskan diatas.

Menurut tiga imam madzab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’l, dan Imam
Ahmad mengharamkan minuman khamr dan minuman lain yang memabukkan,
baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda
yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan

hukumnya adalah ¢a zir (tergantung penguasa setempat).'*?

Status hukum narkotika dalam Islam telah diharamkan, tetapi untuk sanksi
yang diberikan tehadap penyalahgunanya tidak ada nass yang mengaturnya.
Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku

penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta’zir karena :

1. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;

2. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr; dan

133 A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997), 97-98.
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3. Narkotika tidak diminum, seperti halnya khamr.

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi ta’zir bagi

penyalahgunaan narkotika, yakni:***

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum
melakukan Jarimah. Agar tidak melakukan Jarimah.

2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak
mengulangi perbuatan Jarimah dikemudian hari.

3. Kuratif (islah). ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku
terpidana dikemudian hari.

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya

kearah yang lebih baik.

Berdasarkan segala hal yang telah penulis jabarkan diatas, penulis dapat
menyimpulkan bahwasannya narkotika memang tidak disebutkan dalam nas
(Al-Qur’an dan Hadist) namun dapat di giyas kan dengan khamr yang ada
pada saat itu. Disamakan karena sama-sama sesuatu yang dapat
mengakibatkan hilangnya akal dan memabukkan, walaupun dampak yang
ditimbulkan antara khamr dan narkotika tidak jauh berbeda, namun narkotika

lebih berbahaya bagi kesehatan jiwa dan raga penggunanya. Seperti halnya

3% H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 142.
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dikatakan oleh Ibnu Taimiyah seorang ulama terkemuka dari Syria bahwa

obat bius (narkotika) lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol.**®

Yang kemudian dalam kasus ini, meminum khamr akan dikenai sanksi
hudizd, namun untuk perkara narkotika yang di giyas kan dengan khamr tidak
dapat pula disamakan karena beberapa hal yang dapat menyebabkan
berubahnya suatu Jarimah antara lain unsur terpenting daripada Asy-Syurbu
khamr adalah mengkonsumsi dengan cara meminumnya, maka bahan-bahan
yang dikonsumsi dengan cara tidak diminum seperti halnya narkotika tidak

mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman za ’zir.**.

Berdasarkan segi penjatuhannya, Jarimah ta’zir dapat mengganti

k.137

hukuman poko Jarimah tersebut dapat berubah karena keraguan menurut

penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Namun,
bukan berarti hukuman #a zir tidak lebih berat dari hukuman hudiid. Maka
dari itu, hukuman bagi penyalahgunaan narkotika ini dapat digolongkan dalam
Jarimah ta’zir dimana hukumannya mengikuti pemimpin setempat yang
berwenang dan yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman juga

memutus perkara ini adalah Hakim.

135 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba, Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan), cet 1
(Bandung : Nuansa, 2004),86.

136 4. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 75.

37 Jail Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2000),143.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa
berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman di bawah
minimal oleh Hakim, hal ini berdasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanan Bagi Pengadilan, Majelis
Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Yang dalam
putusannya, Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana kepemilikan narkotika golongan | (satu) jika dihubungkan
dengan hukum pidana Islam maka dikategorikan dalam jartmah ta ’ztr,
karena kepemilikan narkotika merupakan suatu jartmah yang berkaitan

dengan kemaslahatan umat.
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B. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum, alangkah lebih tegas dalam memberikan
saksi terhadap pelaku kejahatan narkotika karena bahaya
yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi
juga merugikan orang lain. Hendaknya Hakim mempertimbangkan suatu
perkara dengan lebih kritis dan bijaksana sehingga dapat berdampak baik
edukatif bagi pelaku tindak pidana tersebut.

2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hendaknya lebih tegas dalam
mensosialisasikan gerakan anti narkoba di berbagai kalangan beserta
dampak yang akan ditimbulkan. Jika diperlukan sosialisasikan pula hukuman
yang berlaku di Indonesia bagi penyalahguna narkotika agar masyarakat
lebih memahami dan diharapkan taat akan hukum yang tegas dan berlaku.

3. Bagi masyarakat, hendaknya tidak bersikap acuh terhadap adanya
penyalahgunaan narkotika dan memperhatikan lingkungan juga orang-orang
terdekat, agar terbentuk suatu tatanan masyarakat yang sehar dan bersih dari
perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika pada lingkungan sekitar guna
menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan

narkotika.
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